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Uetrghgat :

DEI{GAI{ RAIIMAT TI]IIAIS YAITG UAIIA ESA
BI'PATI TE"ITA TORA,JAb

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan
Daerah Xabupaten Tana Toraja Nomor Tahun 2020 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol9 sebagai rincian lebih lanjut daii
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan
Bel,anja Daerah Tahun Angga,ran 2019;

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah daerah Tingkat II di Sulawesi (Irmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, TambalEn
Irmbararr Negara Republik Indonesia Notuor 182'21;

2. Undang Undang Nomor 28 Talun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme [,embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 NoBor 75, Tamttahan L€mbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851.);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambalan Ifmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Taiun 2OO4 tentaag
Perbendaharaan Negara (Irmbaran Negara Republik Indonesia
TahuD 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

5. Undarg-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
PengeloLaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

{lambaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Irmbaran Negara Replrb1ik Indonesia Nomor 4400);
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6. Undang-Undang Noqror 25 Taiun 2OO4 tentang Sistem
" ;;;;;." i"-baogu"at' Nasional (lrmbaran Negara

""n"i* 
i"u."""ia tatrun 2004 Nomor 104' Tambahafl

trmbaran Nega"a nepublik Indonesia Nolttor 442L\;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan

feuanlan entara eemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

fi,embaraJl Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126'

Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentaflg Pajak Daerah

dan Retribusi f)aerai {l,embaran Negara Republik Indonesia

Tahuo 2OO9 Nomor l3O, TambaJran l-embaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undaflg-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentalg Pembentukan

Pemturan Perundang-undangan ormbaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Ifmbaran Negara

Republik lndonesia Nomor 5234);

10. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambalal kmbaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5587) sebagaimana telah diubal beberapa kali, terakhi
dengan Undang-Undang Nomor I Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Unda[g Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lrmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanarl Umum (Irmbaian
Negara Republik Indooesia Tahun 2oo5 Nomor 48, Ta$bahan
Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagairEana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 'lhhun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Talun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan l,ayanan Umum (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan {kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambalan Irmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang SisteE
Informasi Keuangan Daerah {lrmbaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2OO5 Nomor 138, Tamtrahan kmbaran
Negara Republjk lndonesia Nomor 4576) sebaqaimara telah
diubai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

{kmbaran Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2OOS tentang pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(I-€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1S0,
Tamba]lan kmbaran Negara Repubtik lndonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan
Keuangan da, Kineda tnstansi Pemerintahan Ifaemh
{I,€mbaJan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambaian kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah {l,embaran Negara Republik lndonesia Tabun 2012
Nomor 5, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesra
Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
PinjaEan Daerah [.embaran Negara Republik tndonesia Tahun
2Ol8 Nomor 248, Tambaian Lembaran Negara Republik
l[donesia Nomor 6279);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (I,emba-ran Negara RepubLik

Indonesia Tahun 20 19 Nomor 42, Tambahan l€mbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri NoBor 13 Taiun 2006

tentang Pedoman Pengelolaa,n Keuangan Daerah sebagaimana

teLah diubah beberapa kau, terakiir dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Pemturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Talun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita

Negara Republik lndon€sia Tahun 2011 Nomor 31o);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi 64 Tahul 2013

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan B€rbasis

Akrual Pada Pemerintah Daerai (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 20l3 Nomor 1425);

21. Perairran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015

tentAng Pembentukan Pmduk Hukum Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraia Nomor 2 Tahun

2008 tentang Pokok-pok)k Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lemba.ran Daerah Kabupaten Tana Toraia Tahun 2008

Nomor 2) sebagaimana telal diubah dengan Peraturan l)aelah
IGbupaten Tana Toraja Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2OO8

tentang Pokok-pokok Pengelotraan Keuangan Daerah

(Irmbaran Daerah I(abupaten Tana Toraja Tahun 2015

Nomor 5);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 6 Tahun

2018 tentang AnSSaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2019;
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24. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Taiun
2019 tentang Perubalan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah IGbupaten
Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2019);

25. Peratumn Daerai Kabupaten Tana Toraia Nomor Taiun
2020 teotang PertaugguDgiawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

{Irmbaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Nomor );

26. Peraturan Bupati Tana To.aja Nomor 49 Tahun 2018 tentang
Penjaba-ran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Talun
Anggaran 2019;

27. Peraturan Bupati Tana Torqja Nomor 23 Tahun 2019 tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Tana
Toraja 'thhun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSXAIT

lleaetsptarl PERATURAI{ BI'PATI TEI(TAITG PETJABARSI{
PERTAII(X}UIIC..,AWAIA.IT PELU<AAICAAJT AI{GGARAIC
PEf,DAPATAIT DA.I{ BEII\ITJA DAERAH TAIIUT ANGGARAI{
2019.

Pasal I

l,aporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 20 1 9 terdiri atas

1. Pendapatan

a. Peldapatan Asli Daerah Rpl19.464. 168.341,55

b. PendapatanTransfer Rp888.O5O.439.712,62

c. Pendapatan tainJain
yang Sah Rp 183.297.821.258.91

Jumlah Pendapatan

2. Bel,anja

a- Belanja Opeiasi Rp756.O 15.37 1.017,28

b. B€lanja Modal Rp22l .999.197 .447 ,63

c. Belahja Ta.I< Terduga Rpr.356.800.000,0O

d. BelaniaTransfer Rp186.o61.395.398,00

Jumlah Belanja

Surplus/(Defisitl ......

3. Pembiayaar:

a. Pen€rimaan Rp f6.172.080.960,06

b. Pengeluaran Rp5.000.ooo.ooo.00

Jumla} Pembiayaan Netlo..........................

Rp1. 190.812.429.313,08

Rp1. 165.432.763.862,91

Rp25.379.665.450,17

Rp I 1.172.08O.960,06
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Sisa L€bih Pembiayaan Anggaran sebelum Korcksi

Koreksi SiLPA

Sisa l-ebih Pembiayaan Anggaran setelah Koreksi
Tahun Anggaran 2019

Pasal 2
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana diEaksud
dqlam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 3
Ringkasa! Laporan Realisasi Anggauan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal I dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan
realisasi angg€r?n.

Pasal 4
Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud
dalaE Pasal 3 tercautum dalam I-ampiran Il Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Lamptan sebagairxana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4
mempakan bagian yang tidak terpisahf<an dari Peraturan Bupati
irii.

Pasal 6
Peraturan Bupati irri mulai berlaku pada tanggal diundajrgkall
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintaikan pengundangan
Peraturarl Bupati iri dengan penempatanDya dalam Berita Daerah
I(abupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale

pada tanggal 3l Agustus 2020

A TORAJA.

BIRlI{GXA.ICAE

Diundangkan di Makale
pada tanggal 31 Agustus 2020

SEI(R.ET XABUPATEI{ TAITA TORAJA,

BURA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TOIIAJA TAIIUN 2O2O NOMOR 25

Rp36.551.746.410,23

Rp(g5.260.000,00)

Rp36.456.486.410,23


